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Rakyat Dukung Ahok

Orex HENDRA KURNIAWAN Yudi Latf (2011), dalam Negara hikmat/kebijaksanaan ~mensyaratkan lain yang progresif dan mengutamakan
Paripurna: Historisitas, Rasionali-  kearifan. Para wakil rakyat harus bijak  rakyat merupakan produk pilkada secara
eputusan  Guber- tas, dan Aktualitas Pancasila, me-  agar bisa merasakan dan mengetahui langsung. Saat ini saja ratusan kepala

nur DKI Jakarta, Ba-

suki Tjahaja Purnama

(Ahok), mundur dari
Partai Gerindra patut diapresiasi
karena tidak sejalan dengan partainya
yang mendukung pemilihan gubernur,
bupati, dan wali kota oleh DPRD.

Ahok berhasil memimpin Belitung
Timur dan DKI Jakarta karena dipi-
lih rakyat. Ahok yakin, apabila saat itu
pilkada diselenggarakan melalui DPRD,
dia tidak akan menjadi bupati atau wa-

negaskan negara yang berkedaul-
atan rakyat mengandung cita-cita
kerakyatan dan permusyawaratan.
Berdasarkan sila keempat, su-
atu keputusan politik harus didasarkan
pada asas rasionalitas dan keadilan,
didedikasikan bagi kepentingan banyak
orang, berorientasi jauh ke depan. Dia

aspirasirakyat sehingga dapat mengam-
bil keputusan benar untuk negara.

Pertanyaannya, sudahkah wakl rak-
yat menunjukkan kearifaannya apabila
wacana pilkada tidak langsung yang se-
makin panas pascapilpres ini ternyata
sarat kepentingan dan sentimen politik
tertentu?

daerah yang tergabung dalam Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indo-
nesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dengan
tegas menolak pilkada tidak langsung.
Apalagi mereka itu notabene juga dipi-
lih secara langsung rakyat. Mereka meya-
kini bahwa tidak ada korelasi antara ting-
ginya angka korupsi dan sistem pilkada
langsung. Sekarang hanya perlu penyem-
purnaan teknis pelaksanaan pilkada.
UUD 1945 telah menjamin bahwa rakyat

ini kurang berhasil. kil gubernur DKL. Suara hati memang memiliki hak fundamental untuk menen-
atautidak berada di tidak dapat berbohong. Pemimpin yang tukan pemimpin daerahnya sendiri.
memikirkan rakyat akan menolak pilka- Tak urung sikap Ahok ini justru se-
menerapkan aturan da tidak langsung. makin meningkatkan simpati masya-
Tahun 2012 tertang- Sistem pilkada langsung merupakan rakat padanya. Dukungan pun terus
ni, mereka yang par- wujud keberhasilan demokrasi Indone- mengalir, terutama melalui media so-
penerapan retribusi sia. Dunia internasional juga mengakui sial. Beberapa akun di jejaring sosial
ndayang diterapkan bahwa Indonesia sekarang menjadi ne- dibuat unfuk menampung berbagai
dihitung akumulatif, gara unggul kehidupan demokrasinya, komentar dan simpati masyarakat. Pe-
agar menimbulkan Menjadi sangat ironis tatkala partai- nolakan RUU mengenai Pilkada Tidak
ak parkir seenaknya, partai politik dalam Koalisi Merah Putih * Langsung juga ditunjukkan para aktivis
, keberadaan parkir mengusulkan pilkada kembali sebelum 1998. Mereka menilai demokrasi yang
n menyebabkan pe- reformasi. telah diperjuangkan di masa Reformasi
kjelas. Ini bukan semata-mata kemunduran guna melawan rezim Orde Baru sudah
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demokasi. Pilkada Jewat DPRD juga
rentan menimbulkan korupsi terstruk-
tur, sistematis, dan masif. Dalam Pasal
10 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik, disebutkan bahwa tujuan
umum partai politk adalah mengem-
bangkan kehidupan demokrasi ber-
dasarkan Pancasila dengan menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya juga disebutkan tujuan
khususnya meningkatkan partisipasi

dilupakan karena emosi politik sesaat.
Perpecahan politik akibat pilpres kema-
rin menuntut tumbal yang terlalu besar.

Sangatlah bijak apabila Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, di akhir
masa pemerintahannya, segera turun
tangan menyelesaikan kegelisahan soal
RUU Pilkada. SBY memiliki kekuatan
membatalkan RUU Pilkada sehingga
kembali pada UU lama. Jangan sampai
RUU Pilkada baru menjadi motif bagi-
bagi kekuasaan di daerah.

‘ertanyaan yang juga politik anggota dan masyarakat dalam  +* Ahok mundur karena berpihak pada rakyat. Ini justru dapat Pilkada melalui DPRD berarti hil-
§asar adalah apakah rgngka penye!enggaraan kegiatan ppli- menjadi bahan refleksi bagi Gerindra maupun politisi lain seba-  2ngnya suara rakyat Qan memb.erikan'
araan yang ada di tik dan pemerintahan. Maka, sangat iro- p kembali mendekatkan kekuasaan kepada sejumlah elite. Ini
vanding dengan luas nis ketika mayoritas partai politik legis- gai momentum untuk sadar dan. segera tidak hanya mencederai demokrasi rak-
resmi yang tersedia? latif justru bersama-sama melahirkan diri pada (kepentmgan) rakyat’ » yat, namun juga akan melahirkan pen-
s dipikirkan oleh se- wacana meniadakan pilkada langsung, . guasa-penguasa daerah dari kalangan
1si terkait. Pilkada melalui DPRD jelas menced-  bukan karena kepentingan jangka pen-  Tidak sendiri elite partai yang sekali-kali tidak akan
kan masalah perpar- erai asas kedaulatan rakyat dan dek yang destrukif dan mempertim- Terkait penolakan pilkada oleh merasa berdosa apabila mengabaikan
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mereduksi partisipasi politik masyara-
kat. Rakyat kehilangan hak turut serta
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila RUU yang mengatur pilkada
tidak langsung disahkan, fungsi partai
akan terdegradasi. Dia sebagai sarana
pendidikan politik masyarakat tidak
akan berperan. Fungsinya dalam meny-
erap, menghimpun, dan menyalurkan
aspirasi masyarakat akan selalu diper-
tanyakan karena bisa menjadi bias saat

bangkan pendapat semua pihak.

Atas berbagai dasar ini, benarkah
wacana pilkada tidak langsung yang
kini menuai protes rakyat dianggap le-
bih memenuhi prinsip sila keempat?
Dalam prinsip musyawarah mufakat,
keputusan tidak didikte golongan ma-
yoritas ataupun minoritas elite. Masya-
rakat harus diberi akses dalam proses

pengambilan keputusan.
Untukitu, demokuasi Pancasila mene-

DPRD iniy banyak kEP&la daerah mun-
dur dari partai karena tidak sejalan, Sa-
Jah satunya Wakil Gubernur DK Jakarta
tadi, Sikap Ahok yang tidak mementing.
kan diri sendiri tak berarti kuta loncat,
Ini karena bukan persoalan partai yang
paling menguntungkan secara finansia)
baginya.

Ahok mundur karena berpihak pada
rakyat, Ini justru dapat menjadi bahan
refleksi bagi Gerindra maupun politisi
lain sebagai momentum untuk sadar

kepentingan rakyat.

Sikap rakyat yang sedia pasang badan
dan berdiri di belakang Ahok menun-
jukkan bahwa keteladanan pemimpin
seperti dia saat ini dibutuhkan bangsa.
Ahok tidak sendiri. Keputusannya di-
dukung rakyat. Rakyat menanti kemun-
culan “Ahok-Ahok” lain di berbagai
daerah, Kalau toh tetap ada yang menya-
takan bahwa sikap kepala daerah yang
tidak sejalan dengan partai pengusung-

shendak ditertibkan. warga tidak lagi memilih pemimpinnya  kankan pelaksanaan kedaulatan rakyat o mendekatkan g dianggap berkhianat, biarkan saja.
. i i ; ~ $ perwi R pada ngany..raxyats. ~ecdan e
pemerintah mengaji Partai juga.dapat mengalami stagnasi - mutlak, maka tgas b furan Aok, cepat atau lambat, sege 8t pada rakyat, pemilihnya, &

18 dan komprehen-
suatunya. Mulai dari
)aratur, sarana dan
hingga dampak dari
‘turan tersebut. Se-

dalam proses perekrutan politk untuk
pengisian jabatan karena hanya mere-
ka yang memiliki kedekatan dan mampu
memberi “keuntungan” partai diangkat.

maupun DPRD) ialah memperhatikan

dan menyalurkan harapan masyarakat.
Orientast etis dalam sila keempat

bahwa kerakyatan it dipimpin oleh

ditkuti kader partai lainniya yang juga
berjiwa berani dan tegas. .~~~ -
Ahokdanbeberapapemlmpmd_agmh

Penulis aalah Dosen Pendidikan
Sejarah FKIP Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta
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